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I. Pendahuluan
Negara Indones�a adalah negara yang 

sedang berkembang. Salah satu c�r� dar� 
negara berkembang adalah pembangunan 
d�segala b�dang keh�dupan. Pengembangan 
dun�a usaha oleh para pelaku b�sn�s 
merupakan salah satu faktor yang �kut 
menentukan berhas�lnya pembangunan. 
Kond�s� perekonom�an Indones�a yang terus 
berkembang semak�n mendorong pemer�ntah 

mengeluarkan berbaga� keb�jakan strateg�s 
d�b�dang perekonom�an.

Secara khusus krisis finansial pada 
tahun 1997 telah mendorong perubahan besar 
terhadap s�stem hukum ketenagakerjaan d� 
Indones�a, ya�tu melalu� program reformas� 
hukum ketenagakerjaan yang pada 
hakekatnya menekankan pada mekan�sme 
pasar. Has�lnya adalah d�undangkannya 
3 (t�ga)  undang-undang terka�t dun�a 
ketenagakerjaan ya�tu : Undang-Undang 
No.21 Tahun 2000 Tentang Ser�kat Pekerja/
Ser�kat Buruh (UU SP/SB), Undang-Undang 
No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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 ABSTRACT

This research is aimed identifying the advantages of the regulation of TUPE principles, as 
well as inhibiting factors for outsourcing companies to apply the TUPE principles after the 
Decision of the  Constitutional Court Number 27/PUU-IX/ 2011. The research was conducted 
by using normative-empirical method. The data of the research consisted of primary data and 
secondary data. All of the collected data were analyzed using qualitative method. The results 
of this research were presented in a descriptive analysis report.  The results of the research 
indicated he advantages that could be obtained by workers in relation with regulation of 
the TUPE principles included protection of wages, welfare and working requirements, 
protection of workers when the company was taken over, protection of workers when there 
is a change of outsourcing company and regulation of the right to file a lawsuit to the 
industrial relations court. The inhibiting  factors in the application of the TUPE principles 
in the  outsourcing companies after the  Decision of Constitutional Court  were the lack of 
socialization and supervision of the government, various legal loopholes of discrepancies 
between the implementing regulation and  the Decision of Constitutional Court, uncertainty 
severance regulation, assumptions that TUPE was a new burden which may disadvantage 
employers, and the lack of understanding of the workers related to their rights.
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(UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang 
No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesa�an 
Persel�s�han Hubungan Industr�al.2

 UU Ketenagakerjaan secara 
khusus mengatur mengena� beberapa 
jen�s perjanj�an kerja yakn� mel�put� : 
Perjanj�an Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 
Perjanj�an Kerja Waktu T�dak Tertentu 
(PKWTT) dan termasuk pula outsourcing. 
Pengaturan PKWT dan Outsourcing dalam 
UU Ketenagakerjaan dapat d�sebut sebaga� 
upaya untuk mewujudkan pasar kerja yang 
fleksibel di Indonesia.

 Terka�t dengan hubungan kerja 
outsourcing, persa�ngan dun�a b�sn�s yang 
beg�tu d�nam�s tentunya telah memaksa 
perusahaan untuk berkonsentras� pada 
rangka�an proses atau akt�v�tas penc�ptaan 
produk dan jasa yang terka�t dengan 
kompetens� utamanya. Konsekuens� log�s 
dar� strateg� �n� adalah keputusan perusahaan 
untuk mengal�hdayakan atau menyerahkan 
proses-proses yang bukan merupakan core 
competence perusahaan tersebut kep�hak 
la�n dengan s�stem yang d�sebut sebaga� 
oustsourcing.3 

 S�stem outsourcing telah mem�l�k� 
landasan hukum seh�ngga potens� b�sn�s 
melalu� s�stem �n� d�masa datang sangat 
luas dan menjanj�kan.4 Pengusaha seakan 
berlomba-lomba untuk mendapatkan has�l 
dan keuntungan dengan maks�mal dengan 
menekan pengeluaran yang m�n�mal. 
Pengusaha lupa dengan sejarah yang telah 
terbukt� gaya potong memotong ongkos 

�n� mem�l�k� l�m�t tertentu, ba�k �tu batas 
ekonom� maupun batas et�ka.5 

 Pelaksanaan outsourcing d� 
Indones�a merupakan salah satu �su hangat 
dan menar�k karena men�mbukan pro kontra 
d�masyarakat khususnya antara kaum 
pengusaha dan pekerja. Gerakan penolakan 
yang d�lakukan oleh masyarakat khususnya 
oleh ser�kat pekerja/ser�kat buruh terhadap 
penerapan s�stem �n� terus menguat. 
Tuntutan utama yang d�bawa para pekerja 
�alah penghapusan PKWT dan outsourcing 
dalam dun�a ketenagakerjaan Indones�a. 

 Langkah pent�ng yang d�lakukan 
pekerja untuk merespon permasalahan �n� 
ya�tu dengan mengajukan judicial riview 
kepada Mahkamah Konst�tus� (MK) yang 
d�lakukan oleh D�d�k Supr�jad� yang bert�ndak 
atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat 
Al�ans� Petugas Meter L�str�k Indones�a 
(AP2ML). Dalam Pokok permohonannya 
d�ajukan permohonan penguj�an atas Pasal 
59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU 
Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a Tahun 
1945 (UUD NRI 1945). Menurut pemohon, 
ketentuan tentang outsourcing dalam 
pasal-pasal UU Ketenagakerjaan tersebut 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 ya�tu 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 
Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.

Untuk mengh�ndar� perusahaan 
melakukan eksplo�tas� pekerja hanya 
untuk keuntungan b�sn�s MK kemud�an 
melalu� Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 
menentukan perl�ndungan dan jam�nan bag� 
tenaga kerja outsourcing melalu� 2 (dua) 
model yang dapat d�laksanakan yakn� : 

2 Surya Tjandra, 2007, Hukum Perburuhan, 
Desentralisasi, dan Rekontruksi Rezim Perburuhan 
Baru, TURC, Jakarta, hlm.7.

3 R�chardus Eko Indraj�t, 2003, Proses Bisnis 
Outsourcing, Gras�ndo, Jakarta, hlm.1.

4 Sehat Daman�k, 2006, Outsourcing dan Perjanjian 
Kerja, DSS Publ�sh�ng, Jakarta, hlm.20.

5 Gunarto Suhard�, 2006, Perlindungan Hukum Bagi 
Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Un�vers�tas 
Atmaja, Jogjakarta, hlm.1.
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Pertama, dengan mensyaratkan agar 
perjanj�an kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan yang melaksanakan ousourcing 
t�dak berbentuk PKWT, mela�nkan berbentuk 
PKWTT. 

Kedua, menerapkan pr�ns�p pengal�han 
perl�ndungan bag� pekerja atau buruh atau 
Pr�ns�p Transfer of Undertaking Protection 
of Employment (TUPE) yang bekerja pada 
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 
outsourcing melalu� PKWT. 

Pr�ns�p TUPE merupakan pr�ns�p yang 
sudah lama d�terapkan negara-negara maju 
dan d�tujukan untuk mel�ndung� hak-hak 
pekerja dalam s�tuas� perp�ndahan seh�ngga 
memungk�nkan pekerja untuk men�kmat� 
persyaratan yang sama. Kewaj�ban 
perusahaan outsourcing yang baru untuk 
melanjutkan kontrak kerja yang telah ada 
sebelumnya d�tentukan dalam Putusan MK. 

Pelaksanaan Putusan MK No.27/PUU-
IX/2011 terbukt� belum sepenuhnya mampu 
member� jawaban untuk menyelesa�kan 
permasalahan �n�. D�lapangan d�temukan 
fakta bahwa h�ngga har� �n� perusahaan-
perusahaan outsourcing mas�h belum 
banyak yang menerapkan pr�ns�p TUPE 
dalam pelaksanaan outsourcing berdasarkan 
PKWT. Alasan t�dak terlaksananya pr�ns�p 
�n� �alah mas�h d�temukan kendala sebaga� 
faktor penghambat d�tengah berbaga� potens� 
yang b�sa d�dapat dalam penerapan pr�ns�p 
�n� dalam dun�a ketenagakerjaan Indones�a. 

Berangkat dar� latar belakang 
tersebut d�atas maka penel�t� tertar�k untuk 
melakukan penel�t�an hukum dalam b�dang 
hukum ketenagakerjaan Indones�a  untuk 
berusaha menemukan potens� (keuntungan-
keuntungan) yang dapat d�peroleh pekerja 
dengan pengaturan pr�ns�p TUPE dalam 
pelaksanaan outsourcing berdasarkan 

PKWT pasca Putusan MK serta menemukan 
faktor penghambat yang menjad� kendala 
perusahaan outsourcing untuk menerapkan 
pr�ns�p TUPE.

II. PEMBAHASAN
2.1  Potensi Pengaturan Prinsip TUPE 

Terhadap Pekerja Pasca Putusan 
MK No.27/PUU-IX/2011
Perl�ndungan hukum terhadap pekerja 

adalah salah satu hal esens�al yang kemud�an 
terus-menerus coba untuk d�evaluas� dan 
d�t�ngkatkan karena beberapa pengaturan 
ser�ngkal� menyebabkan pekerja berada pada 
pos�s� lemah. Kond�s�  dem�k�an berpotens� 
mengak�batkan terjad�nya ekplo�tas� dan 
pengurangan terhadap hak-hak yang harusnya 
mereka dapatkan sebaga� pekerja. Hubungan 
sos�al antara pekerja dan pengusaha dengan 
demikian bermuatan konflik fundamental 
karena bers�fat sep�hak dan ekplorat�f.6

Dalam upaya men�ngkatkan 
perl�ndungan hukum terhadap pekerja 
khususnya bag� pekerja outsourcing yang 
d��kat atau berdasarkan PKWT. MK 
melalu� Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 
menegaskan bahwa pengusaha dapat 
menerapkan s�stem outsourcing dengan 
status PKWT sepanjang PKWT tersebut 
kemud�an memuat klausul yang member� 
jam�nan perl�ndungan hak pekerja (TUPE). 

Konseps� dasar klausula TUPE �n� 
memuat ketentuan bahwa hubungan kerja 
pekerja yang bersangkutkan akan d�lanjutkan 
pada perusahaan ber�kutnya, dalam hal 
obyek kerjanya tetap ada. Pada kond�s� 
obyek pekerjaan �tu tetap ada sedangkan 
syarat pengal�han perl�ndungan hak t�dak 

6 Suset�awan, 2000, Konflik Sosial, Kajian Sosiologis, 
Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di 
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.11.
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d�atur d�dalam PKWT, maka hubungan kerja 
pekerja secara otomat�s berubah menjad� 
PKWTT. Secara tekn�s syarat PKWT b�sa 
d�atur pada bag�an penutup perjanj�an. Pada 
akh�rnya, klausula �tu berfungs� sebaga� alat 
ukur untuk men�la� bentuk hubungan kerja 
apakah berbentuk PKWT atau PKWTT.7 

Pr�ns�p TUPE atau pr�ns�p pengal�han 
t�ndakan perl�ndungan hak pekerja, 
secara khusus terdapat dalam but�r (3.18) 
pert�mbangan hukum Putusan MK No.27/
PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa :
  “…dengan menerapkan pr�ns�p 

pengal�han perl�ndungan ket�ka 
perusahaan pember� kerja t�dak lag� 
member�kan pekerjaan borongan atau 
penyed�aan jasa perl�ndungan ket�ka 
perusahaan pember� kerja t�dak lag� 
member�kan pekerjaan borongan 
atau penyed�aan jasa pekerja kepada 
suatu perusahaan outsourcing lama, 
dan member�kan pekerjaan tersebut 
kepada perusahaan outsourcing 
yang baru, maka selama pekerjaan 
yang d�per�ntahkan untuk d�kerjakan 
mas�h ada dan berlanjut, perusahaan 
penyed�a jasa baru tersebut harus 
melanjutkan kontrak kerja yang telah 
ada sebelumnya, tanpa mengubah 
ketentuan yang ada dalam kontrak, 
tanpa persetujuan p�hak-p�hak yang 
berkepent�ngan, kecual� perubahan 
untuk men�ngkatkan keuntungan bag� 
pekerja/buruh karena bertambahnya 
pengalaman dan masa kerjanya. 
Selanjutnya d�sebutkan pula bahwa 
“…para pekerja outsourcing t�dak 
d�perlakukan sebaga� pekerja baru. 

Masa kerja yang telah d�lalu� pekerja 
outsourcing tersebut tetap d�anggap 
ada dan d�perh�tungkan, seh�ngga 
pekerja outsourcing dapat men�kmat� 
hak-hak (upah) sebaga� pekerja secara 
layak dan propors�onal”. (v�de Putusan 
MK Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, 
hal.44 dan 45).

Pert�mbangan hukum d�atas 
menunjukkan bahwa pr�ns�p pengal�han 
t�ndakan perl�ndungan (TUPE) merupakan 
jam�nan kelangsungan hubungan kerja dan 
syarat-syarat kerja bag� pekerja dengan 
penghargaan masa kerja serta penerapan 
ketentuan kesejahteraan yang sesua� 
dengan pengalaman dan masa kerja yang 
d�lalu� oleh pekerja.8 Hakekat penerapan 
TUPE sebaga� sebuah pr�ns�p pengal�han 
t�ndakan perl�ndungan hak bag� pekerja, 
pr�ns�p �n� menekankan konsep bahwa 
j�ka bergant� perusahaan outsourcing, 
masa kontrak pekerja (service year) tetap 
sebaga� masa kerja yang d�perh�tungkan 
oleh perusahaan outsourcing baru dengan 
d�jam�n kelangsungan bekerjanya dengan 
kompensas� yang sama. 

Secara khusus klausula TUPE 
seharusnya mampu member� keuntungan-
keuntungan secara terhadap pekerja. 
Terdapat dua jen�s transfer yang d�l�ndung� d� 
bawah TUPE transfer b�sn�s dan perubahan 
penyed�aan jasa. Penerapan pr�ns�p TUPE 
pada perusahaan yang melaksanakan 
pekerjaan outsourcing menurut MK akan 
berkonsekuens� hukum pada hal-hal 
mel�put�:

7 Juanda Pangar�buan, “Legalitas Outsourcing Pasca 
Putusan MK”, http://www.hukumonl�ne.com

8 Umar Kas�m, “Penerapan Pr�ns�p Pengal�han 
Perl�ndungan dalam PKWT Pasca Putusan MK” 
http://www.hukumonl�ne.com
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a. Mengena� perl�ndungan upah, 
kesejahteraan dan syarat-syarat kerja.

b. Pekerja harus tetap mendapatkan 
perl�ndungan atas hak-haknya sebaga� 
pekerja dalam hal suatu perusahaan 
d�amb�l al�h oleh perusahaan la�n 
(perusahaan d�amb�l al�h).

c. Perl�ndungan bag� pekerja dalam hal 
terjad�nya pergant�an perusahaan 
outsourcing yang baru untuk 
melanjutkan kontrak kerja yang telah 
ada sebelumnya.

d. Pekerja outsourcing yang d�berhent�kan 
dengan alasan pergant�an perusahaan 
pember� jasa pekerja, dapat mengajukan 
gugatan berdasarkan  hal tersebut 
kepada pengad�lan hubungan �ndustr�al 
sebaga� sengketa hak.

2.2 Faktor Penghambat Penerapan 
Prinsip TUPE Dalam Pelaksanaan        
Outsourcing Berdasarkan PKWT
MK dalam Putusan MK No.27/PUU-

IX/2011 secara khusus tetap melegalkan 
outsourcing dan beranggapan bahwa 
pelaksanaan pekerjaan melalu� outsourcing 
bukanlah termasuk sebaga� sebuah bentuk 
dar� s�stem perbudakan modern. Putusan 
MK hanya menerangkan konst�tus�onal�tas 
dar� pasal-pasal UU Ketenagakerjaaan yang 
mengatur dan berka�tan dengan outsourcing 
�tu send�r�. Konsekuens� hukum bag� 
pemberlakuan outsourcing pasca Putusan 
MK adalah d��syaratkannya hubungan 
kerja antara pekerja dengan perusahaan 
yang melaksanaan pekerjaan outsourcing 
dengan hubungan kerja PKWTT, atau dapat 
d�lakukan dengan PKWT dengan syarat 
menerapkan pr�ns�p pengal�han t�ndakan 
perl�ndungan bag� pekerja/buruh (TUPE) 
yang bekerja yang bekerja pada perusahaan 

yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.
Penegasan legal�tas penerapan 

outsourcing pasca Putusan MK tentunya 
berpengaruh terhadap pen�ngkatan 
ketertar�kan pengusaha untuk menerapkan 
s�stem �n� dalam suatu hubungan �ndustr�al 
karena s�stem �n� d�anggap mem�l�k� potens� 
b�sn�s sangat luas dan menjanj�kan d�masa 
mendatang.9   

Pengaturan penerapan Pr�ns�p TUPE 
sebaga� upaya perl�ndungan terhadap 
pekerja dalam pelaksanaan outsourcing 
berdasarkan PKWT mas�h menghadap� 
beberapa kendala sebaga� penghambat 
pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat 
�n� mengak�batkan pengaturan pr�ns�p �n� 
belum dapat d�berlakukan secara efekt�f 
untuk perl�ndungan pekerja outsourcing 
berdasarkan PKWT d� Indones�a.

Berdasarkan temuan penel�t�an d� 
lapangan, pengaturan Pr�ns�p TUPE sebaga� 
upaya perl�ndungan hukum bag� pekerja 
dalam pelaksanaan outsourcing berdasarkan 
PKWT mas�h belum terlaksana dengan ba�k. 
Data sekunder has�l penel�t�an lapangan 
d� beberapa perusahaan outsourcing yang 
sesua� dengan kr�ter�a menunjukkan bahwa 
mas�h terdapat beberapa faktor penghambat 
ba�k dar� aspek pemer�ntah, aturan hukum, 
pengusaha dan pekerja yang berpengaruh 
secara langsung terhadap efektifitas 
pengaturan pr�ns�p �n� d�lapangan. Beberapa 
perusahaan outsourcing yang d�jad�kan 
sampel dar� penel�t�an �n� mel�put� : 
Perusahaan outsourcing A, Perusahaan 
outsourcing B, Perusahaan outsourcing C 
dan Perusahaan outsourcing D. Keempat 
perusahaan yang d�tel�t� merupakan 
perusahaan outsourcing yang menjalankan 

9 Sehat Daman�k, Op.cit, hlm.20.
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usaha d� Prov�ns� Daerah Ist�mewa 
Yogyakarta (DIY) dan merupakan has�l 
rekomendas� dar� p�hak D�nas Tenaga Kerja 
Prov�ns� (D�snakertrans) DIY. Penentuan 
w�layah d�dasarkan pert�mbangan untuk 
mempersemp�t ruang l�ngkup penel�t�an 
dan d�karenakan permasalahan yang d�tel�t� 
merupakan permasalahan pendukung yang 
s�fatnya homogen dan umum seh�ngga 
berlaku d� seluruh  w�layah Indones�a.

D�nakertrans DIY menyatakan bahwa 
belum terdapat pendataan khusus yang 
d�lakukan D�snakertrans terka�t jumlah 
perusahaan outsourcing yang sudah atau 
belum melaksanakan pr�ns�p TUPE dalam 
perjanj�an kerja mereka. Faktor penghambat 
umum �alah terka�t konsep berp�k�r pengusaha 
outsourcing yang mas�h berpegangan bahwa 
res�ko pelaksanaan outsourcing tersebut 
�alah berada d�tangan perusahaan pengguna. 
Kond�s� �n� menyebabkan perusahaan 
outsourcing t�dak mau amb�l pus�ng untuk 
memenuh� segala kr�ter�a yang d�syaratkan 
sebaga� sebuah perusahaan outsourcing.

Celah hukum la�n yang ser�ngkal� 
d�manfaatkan oleh perusahaan outsourcing 
�alah terka�t t�dak s�nkronnya pengaturan 
syarat-syarat penyerahan sebag�an pekerjaan 
terhadap perusahaan la�n dengan semangat 
awal dar� Putusan MK No.27/PUU-IX/2011, 
Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012 
dan SE Menakertrans RI No.04/MEN/
VIII/2013. Pengaturan yang sal�ng tumpang 
t�nd�h dengan UU Ketenagakerjaan d�n�la� 
dapat d�jad�kan peluang bag� perusahaan 
outsourcing untuk melakukan pelanggaran. 
Ketentuan-ketentuan pengaturan yang rawan 
atau ser�ngkal� d�manfaatkan perusahaan 
outsourcing �alah terka�t kewenangan 
asosiasi sektor usaha, pengklasifikasian 
pekerjaan penunjang, t�dak jelasnya 

pengaturan mengena� pesangon pasca 
pengakh�ran hubungan kerja, h�ngga t�dak 
tegasnya sanks� d�n�la� akan melemahkan 
tingkat efektifitas dari penerapan prinsip ini 
d�lapangan. 

Permasalahan sos�al�sas� d�pandang 
menjad� menjad� sul�t d�lakukan tanpa 
d�dukung s�nkron�sas� dan kejelasan 
pengaturan d�lapangan. Kurangnya sumber 
daya manus�a D�snakertrans d�band�ngkan 
jumlah perusahaan outsourcing yang harus 
d�awas� juga d�s�nyal�r menjad� salah satu 
faktor penyebab lemahnya pengawasan oleh 
pemer�ntah.

D�s�s� la�n penel�t�an yang d�lakukan 
terhadap perusahaan dan pekerja outsourcing 
d� l�ngkungan Prov�ns� DIY kemud�an 
menunjukkan beberapa pandangan terka�t 
permasalahan yang d�hadap� perusahaan 
dalam meny�kap� kewaj�ban pengaturan 
pr�ns�p TUPE dalam pelaksanaan outsourcing 
berdasarkan PKWT. 

Berdasarkan has�l anal�sa yang 
d�lakukan terhadap surat perjanj�an kerja 
antara Perusahaan outsourcing A dengan 
pekerja yang bekerja pada perusahaan 
tersebut, serta wawancara langsung dengan 
pekerja yang bersangkutan d�dapat fakta 
bahwa :
a. Perjanj�an kerja Perusahaan 

outsourcing A belum menerapkan 
pr�ns�p TUPE sebaga� pr�ns�p 
pengal�han t�ndakan perl�ndungan 
hak pekerja. Kond�s� �n� dapat d�l�hat 
dar� �s� perjanj�an yang menyatakan 
bahwa kontrak kerja akan berakh�r 
apab�la p�hak pengguna jasa pekerja 
t�dak memperpanjang kontrak dengan 
Perusahaan outsourcing.

b. Perjanj�an kerja antara Perusahaan 
A dengan pekerja dapat d�golongkan 
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dalam bentuk perjanj�an baku yang 
d�t�njau dar� �s�nya leb�h banyak 
menguntungkan perusahaan dan 
terdapat kerug�an pada pekerja.

c. Pada contoh perjanj�an PKWT 
d�sebutkan bahwa set�ap perjanj�an 
PKWT hanya berlaku untuk 1 
tahun masa kerja, dan kemud�an 
d�perpanjang secara berluang-ulang. 
Ketentuan tersebut menunjukkan 
pekerja pada Perusahaan outsourcing 
A berpotens� untuk menjad� pekerja 
dengan hubungan berdasarkan PKWT 
seumur h�dupnya
Data penguat berupa has�l wawancara 

terhadap responden menunjukkan bahwa 
mesk�pun pengaturan pr�ns�p TUPE sebaga� 
upaya perl�ndungan pekerja outsourcing 
berdasarkan PKWT merupakan salah satu 
pr�ns�p yang ba�k untuk mel�ndung� pekerja 
namun dalam pelaksanaanya d�lapangan 
pr�ns�p �n� belum d�atur secara khusus dalam 
perjanj�an kerja. 

Permasalahan yang ser�ng d�hadap� 
�alah perusahaan outsourcing lama t�dak 
b�sa masuk untuk �kut melakukan �ntervens� 
terhadap keb�jakan perusahaan outsourcing 
baru, sementara perusahaan outsourcing 
baru t�dak berkenan mener�ma pekerja dar� 
perusahaan outsourcing lama. Kond�s� �n� 
menunjukkan bahwa pengaturan pr�ns�p 
TUPE dalam suatu perjanj�an kerja t�dak 
secara otomat�s berlaku, mela�nkan tetap 
memerlukan kesepakatan perusahaan 
outsourcing baru (pemenang tender baru).10 

Sementara pada perusahaan 
outsourcing B d�temukan bahwa kesul�tan 
melaksanakan pr�ns�p �n� adalah t�dak 
la�n d�sebabkan oleh pengaturan terka�t 

pengakh�ran hubungan kerja dalam UU 
Ketenagakerjaan yang akan berbenturan 
dengan penerapan pr�ns�p TUPE seh�ngga 
berpotens� merug�kan p�hak pengusaha atau 
perusahaan.11 

Ketentuan Pasal 62 UU 
Ketenagakerjaan mengatur bahwa apab�la 
salah satu p�hak mengakh�r� hubungan 
kerja sebelum berakh�rnya jangka waktu 
yang d�tetapkan dalam perjanj�an kerja 
waktu tertentu, atau berakh�rnya hubungan 
kerja bukan karena ketentuan sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 61 ayat (1), p�hak 
yang mengakh�r� hubungan kerja d�waj�bkan 
membayar gant� rug� kepada p�hak la�nnya 
sebesar upah pekerja sampa� batas waktu 
berakh�rnya jangka waktu perjanj�an kerja. 
Konsekuens� dar� pengaturan �n� �alah ket�ka 
pengamb�l al�han pekerja melalu� pr�ns�p 
TUPE d�laksanakan ket�ka perusahaan 
outsourcing lama d�putus kontraknya 
oleh p�hak pengguna, maka perusahaan 
outsourcing lama yang pekerjanya d�al�hkan 
ke perusahaan outsourcing baru tentu 
t�dak dapat melepaskan d�r� dar� kewaj�ban 
membayar pesangon atau gant� rug� kepada 
pekerja sebesar upah pekerja sampa� batas 
waktu berakh�rnya jangka waktu perjanj�an 
kerja. 

Pengaturan mengena� pengakh�ran 
hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan 
�n� kemud�an secara t�dak langsung dapat 
melemahkan semangat dar� apl�kas� pr�ns�p 
TUPE karena d�rasa akan sangat merug�kan 
bag� perusahaan outsourcing lama.

Kond�s� berbeda d�dapat dar� has�l 
penel�t�an terhadap Perusahaan outsourcing 
C d�mana d�dapat fakta bahwa mas�h 
terdapat kekurangan �nformas� khusus terka�t 

11 Wawancara pada Perusahaan Outsourc�ng B
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pemberlakuan pr�ns�p �n� d�lapangan. P�hak 
perusahaan mengaku belum mengetahu� 
secara terka�t pengaturan pr�ns�p TUPE 
pasca Putusan MK No,27/PUU-IX/2011. 
Perusahaan h�ngga k�n� mas�h beranggapan 
bahwa penerapan pr�ns�p TUPE dalam 
pelaksanaan outsourcing berdasarkan PKWT 
bukanlah sebuah keharusan.12 

Has�l wawancara terakh�r terhadap 
perusahaan outsourcing D menunjukkan 
fakta yang hamp�r m�r�p bahwa �nformas� 
terka�t pengaturan pr�ns�p TUPE sebaga� 
upaya perl�ndungan hukum terhadap pekerja 
outsourcing berdasar PKWT pasca Putusan 
MK belum d�ketahu� secara utuh oleh p�hak 
perusahaan.13 

Dar� s�s� pekerja, d�dapat fakta bahwa 
sebag�an besar pekerja belumlah memaham� 
hak-hak mereka secara khusus sesua� yang 
d�atur dalam peraturan perundang-undangan 
terka�t. Masalah ket�dakpahaman dan 
keengganan untuk menuntut hak-hak mereka 
mas�h menjad� kendala utama yang d�alam� 
pekerja seh�ngga upaya untuk men�ngkatkan 
perl�ndungan hukum terhadap pekerja 
outsourcing sul�t untuk dapat terlaksana 
dengan maks�mal.

III. Penutup
Keuntungan-keuntungan yang dapat 

d�peroleh pekerja dengan pengaturan pr�ns�p 
TUPE dalam pelaksanaan outsourcing 
berdasarkan PKWT  pasca Putusan MK 
No.27/PUU-IX/2011 d�antaranya mel�put� : 
Perl�ndungan atas upah, kesejahteraan dan 
syarat-syarat kerja, Perl�ndungan terhadap 
pekerja atas hak-haknya sebaga� pekerja 
dalam hal suatu perusahaan d�amb�l al�h oleh 

perusahaan la�n, Perl�ndungan bag� pekerja 
dalam hal terjad�nya pergant�an perusahaan 
outsourcing yang baru untuk melanjutkan 
kontrak kerja yang telah ada sebelumnya 
serta pengaturan bahwa pekerja outsourcing 
yang d�berhent�kan dengan alasan pergant�an 
perusahaan pember� jasa pekerja, dapat 
mengajukan gugatan berdasarkan hal �tu 
kepada pengad�lan hubungan �ndustr�al 
sebaga� sengketa hak.

Belum d�terapkannya Pr�ns�p TUPE 
oleh beberapa perusahaan outsourcing 
bukanlah sebuah per�st�wa yang berd�r� 
send�r� tetap� d�sebabkan oleh beberapa 
faktor penghambat penerapannya yakn� 
mel�put� : Dar� pemer�ntah (D�snakertrans), 
belum ada upaya akt�f dar� D�snakertrans 
untuk melakukan sos�al�sas� dan pengawasan 
seh�ngga terdapat mas�h banyak perusahaan 
outsourcing yang belum melaksanakan 
pr�ns�p TUPE dengan tetap memperkerjakan 
pekerja berdasarkan PKWT. 

Dar� ketentuan hukum yang mengatur 
yakn� : Putusan Mahkamah Konst�tus� No.27/
PUU-XI/2011, Permenakertrans RI No.19 
Tahun 2012 dan SE Menakertrans RI No.04/
MEN/VIII/2013 mas�h meny�sakan berbaga� 
celah hukum bag� perusahaan-perusahaan 
outsourcing untuk melakukan pelanggaran 
dengan t�dak menerapkan Pr�ns�p TUPE. 

Dar� pengusaha, mesk�pun secara 
finansial perusahaan-perusahaan outsourcing 
yang d�tel�t� mengaku mem�l�k� kes�apan 
dalam menerapkan pr�ns�p TUPE, namun 
secara umum pemberlakuan pr�ns�p TUPE 
d�anggap dapat menambah beban perusahaan. 
Pengusaha mengaku t�dak mengert� dan 
t�dak mengetahu� secara deta�l terka�t  
pemberlakuan pr�ns�p TUPE pasca Putusan 
MK. Serta dar� pekerja, permasalahan terka�t 
kurangnya �nformas�, ket�dakpahaman dan 

12 Wawancara pada Perusahaan Outsourc�ng C
13 Wawancara pada Perusahaan Outsourc�ng D
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keengganan untuk menuntut hak-hak karena 
kedudukan ps�kolog�s pekerja yang d�anggap 
rendah mas�h menjad� kendala utama yang 
d�alam� pekerja dalam memperjuangkan hak 
mereka.
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